BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1677, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. Layanan Informasi Publik.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi
publik di bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan
tinggi, perlu membuka akses layanan terhadap layanan
informasi publik di lingkungan Kementerian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
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Menetapkan :

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG LAYANAN INFORMASI
PUBLIK Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik atau non elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh


http://www.peraturan.go.id

2016, No.1677

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Pengelolaan Informasi Publik adalah proses
pengumpulan, pengolahan, penyajian,
pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan.

Badan Publik adalah Ilembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar
negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di lingkungan PPID.

Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN
adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau
diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara
Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan Informasi Publik.

Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi.
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BAB 11
ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2
Organisasi layanan informasi publik terdiri atas:
a. Koordinator PPID;
b. PPID di Kementerian; dan
c. PPID di PTN Badan Hukum.
Koordinator PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 3

PPID di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Atasan PPID Kementerian;

b. PPID Kementerian; dan

c. PPID Pelaksana.

Atasan PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal

Kementerian.

PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dijabat oleh Kepala Biro Kerja Sama dan

Komunikasi Publik.

PPID Pelaksana Kementerian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris
Inspektorat Jenderal untuk Unit Utama;

b. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pusat-Pusat di
bawah koordinasi Sekretariat Jenderal;

c. pejabat yang membidangi hubungan masyarakat
pada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Pusat
Peragaan IlImu Pengetahuan dan Teknologi;

d. Wakil Rektor/Wakil Direktur/ pejabat yang
membidangi hubungan masyarakat pada PTN;

e. Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi

Swasta; dan
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f. Kepala Bagian Komunikasi Publik untuk Sekretariat
Jenderal Kementerian.

PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah koordinasi Atasan PPID Pelaksana.

Atasan PPID Pelaksana Unit Utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Direktur

Jenderal/Inspektur Jenderal.

Atasan PPID Pelaksana Pusat di bawah koordinasi

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b dijabat oleh Kepala Pusat.

Atasan PPID Pelaksana PTN sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c dijabat oleh Pemimpin PTN.

Atasan PPID Pelaksana Koordinator Koordinasi

Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf d dijabat oleh Koordinator Koordinasi

Perguruan Tinggi Swasta.

Masing-masing PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat mengangkat PPID Pelaksana

Pembantu.

Pasal 4
PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Atasan PPID PTN Badan Hukum;
b. PPID PTN Badan Hukum; dan
c. PPID Pelaksana.
Atasan PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pemimpin
PTN Badan Hukum.
PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Rektor/Sekretaris
Universitas/Sekretaris Institut/ Sekretaris
Eksekutif/pejabat yang membidangi hubungan
masyarakat pada PTN Badan Hukum.
PPID Pelaksana di PTN Badan Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dijabat oleh
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